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ABSTRAK

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
(Studi pada Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur)

Oleh
Intan Purnama Sari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi
Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya menjelaskan hak untuk
mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi PDM. Pada kenyataannya
masih ditemui diskriminasi terhadap kaum PDM. PDM dianggap berbahaya,
mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, dan mengganggu ketertiban dan
keamanan umum, sehingga menyebabkan PDM terpaksa harus dipasung agar
mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya. Dalam rangka penghentian tindakan
pemasungan ini pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial berupaya mengatasi
masalah pemasungan dengan melakukan kegiatan Gerakan Stop Pemasungan.
Tujuan dari gerakan stop pemasungan tersebut adalah untuk mencegah PDM
mengalami pemasungan dan pemasungan kembali serta mendapatkan rehabilitas
medis dan sosial. Beberapa daerah di Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam
Program Stop Pemasungan, salah satunya Provinsi Lampung dengan jumlah kasus
pemasungan tertinggi pada tahun 2017 terdapat di Kabupaten Lampung Timur
sebanyak 34 kasus yang menjadikan Lampung Timur sebagai prioritas Provinisi
Lampung dalam menurunkan angka kasus pemasungan. Upaya pemerintah
Kabupaten Lampung Timur dalam membenahi masalah pemasungan diperlukan
koordinasi yang baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga terkait.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi organisasi terlibat, koordinasi antar
lembaga, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan PDM pada
Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil peneltian ini menunjukan bahwa organisasi yang terlibat dalam penanganan
PDM pada Gerakan Stop Pemasungan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lampung
Timur, Kepolisian Sektor Sekampung Udik, Puskesmas Pugung Raharjo, dan Panti
Rehabilitasi Aulia Rahma. Masing-masing organisasi memiliki peran sangat
penting dan saling terkait satu sama lain, koordinasi yang terjalin antar lembaga



sudah berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan dari enam
indikator koordinasi, tiga diantaranya yaitu kesadaran pentingnya koordinasi,
Insentif, dan feedback belum bisa dilaksanakan dengan baik dan juga terdapat
kendala dalam penanganan PDM, vyaitu kurangnya anggaran, rapat evaluasi
koordinasi yang jarang dilakukan, dan kurangnya dukungan dari keluarga dan
masyarakat. Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu memberikan prioritas tinggi
dalam penggunaan anggaran, meningkatkan kesadaran pelaksana koordinasi,
membuat jadwal rapat koordinasi, memberikan reward dan punishment kepada
pelaksana koordinasi, dan memberikan edukasi tentang PDM kepada keluarga dan
masyarakat.

Kata Kunci: Koordinasi, Organisasi, PDM



ABSTRACT

COORDINATION BETWEEN INSTITUTIONS IN TREATING PEOPLE
WITH MENTAL DISABILITIES
(Study on The Stop Deprivation Movement in East Lampung Regency)

By
Intan Purnama Sari

According to the law number 19 in 2011, in respect to the Convention on the Right
of Persons with Disabilities which explains the right to obtain protection and social
services for PDM. In fact, there is still discrimination against PDM is still found.
PDM is considered dangerous, endanger others safety and themselves as well, and
also disrupt order and security, causing PDM to be forced to be shackled so that
they do not harm others. In order to stop this deprivation, through the Ministry of
Social Affairs, the Central Government overcome the problem by carrying out the
"Stop Deprivation Movement". The purpose of this movement is to prevent PDM'’s
from experiencing the shackle all over again and also to obtain social and medical
rehabilitation for them. Several regions in Indonesia have participated in this
program. The highest number of shackle case in Lampung Province with the highest
number of cases in 2017 in East Lampung Regency with 34 cases of shackles.
Therefore, East Lampung Regency becomes a priority for Lampung Province in
reducing the number of shackle case. Hence, good coordination from the local
government, community, and related institutions is needed in order to emend the
shackle case that occurred in East Lampung Regency.

The purpose of this research identify the organizations involved, coordination
between institutions, and the obstacles faced in the handling of PDM on Movement
Stop Deprivation in East Lampung Regency. The method used in this research was
qualitative approach. Qualitative data analysis techniques are carried out
interactively and take place continuously. The data collection techniques was from
interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that
the organizations involved in handling PDM in the Stop Seclusion Movement
namely the Social Service of East Lampung Regency, The Police sector of
Sekampung Udik, Puskesmas Pugung Raharjo, and Aulia Rahma Rehabilitation
Center. Each organization has a very important role and is interrelated with each
other, the coordination that exists between institutions has been ran but not
maximal. It is because of the six indicators of coordination, Three of them are
awareness of the importance of coordination, incentives, and feedback can’t be



implemented properly and constraint in the handling of PDM, namely lack of
budget, coordination evaluation meetings that are rarely conducted, and lack of
support from families and communities. The recommendations that researchers
provide, that provides high priority in the use of budgets, increases awareness of
coordinating implementers , making a schedule of coordination meetings, giving
rewards and punishments to the executive coordination, and providing education
about PDM to families and communities.

Keywords: Coordination, Organization, PDM
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Kesehatan
jiwa yang baik memungkinkan seorang individu dapat berkembang secara fisik,
mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan
sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu
memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kondisi perkembangan yang tidak

sesuai pada individu disebut gangguan jiwa. ( UU No. 18 Tahun 2014)

Gangguan jiwa merupakan bagian dari penyadang disabilitas mental (PDM) yang
menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
adalah mereka yang terganggu dalam fungsi pikir, emosi dan prilaku antara lain
meliputi gangguan psikososial seperti skizoprenia, bipolar depresi, anxietas dan
gangguan kepribadian serta perkembangan disabilitas yang berpengaruh pada
kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif. = Penyandang
Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 5 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat yang
rentan. Kelompok rentan sebagaimana warga negara lainnya maka berhak

mendapatkan perlindungan. Diantara ragam penyandang disabilitas, kelompok



PDM merupakan salah satu kelompok yang masih menerima stigma yang berat di
masyarakat, bahkan di level keluarga. Oleh sebab itu penyandang disabilitas

memerlukan bantuan dan pemenuhan kebutuhannya secara khusus dari pemerintah.

Hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pemenuhan hak para
penyandang disabilitas maka pemerintah mengesahkan konvensi hak-hak
penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang
Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober
2011, yang menyatakan: “Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat
manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta
memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya
berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk
mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta
dalam keadaan darurat”. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari,
masih kita jumpai diskriminasi terhadap kaum PDM. Mereka dianggap berbahaya,
mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, dan mengganggu ketertiban
dan/atau keamanan umum. Sehingga menyebabkan mereka terpaksa harus
dipasung pada tempat-tempat khusus untuk ditampung agar mereka tidak
mengganggu masyarakat lainnya. (Sumber Tempo.co. 2018. Anggapan Keliru

Terhadap Penyandang Disabilitas Mental. http://difabel.tempo.co/amp/1156362/.

(Diakses pada 24 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB)).

Prevelensi PDM di Indonesia menurut menurut Hasil Riskesdas 2018 menunjukan

sebesar 450.000 orang atau per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang
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mengalami gangguan jiwa berat seperti psikotik dan skizofrenia. Sebanyak 14,0%
dengan estimasi (+ 63. 000) orang dengan gangguan jiwa pernah atau sedang
dipasung. Pemasungan tertinggi di Sulawesi Tengah (12,3 %), dan sedangkan yang
terendah di Jambi (1,8 %). Selanjutnya dipaparkan proposisi gangguan jiwa berat
yang pernah dipasung menurut tempat tinggal menurut Riskesda 2018.

Tabel 1. Proposisi Gangguan Jiwa Berat yang Pernah Dipasung Menurut
Tempat Tinggal Indonesia 2013-2018

L RT dengan riwayat
Karakteristik pasung (%)
Perkotaan
e 2013 10,7
e 2018 10,7
Pedesaan
e 2013 18,2
e 2018 177
Indonesia
e 2013 143
e 2018 14,0

Sumber: Riset Kesehatan Dasar tahun 2018

Pada Tabel 1. menunjukan bahwa kasus pemasungan masih terjadi disebagian besar
wilayah Indonesia terutama di daerah pedesaan dan kelompok ekonomi lemah.
Dengan proporsi rumah tangga di daerah pedesaan minimal salah satu anggota
rumah tangga mengalami gangguan jiwa berat dan pernah di pasung mencapai
17,7%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka di perkotaan,
yaitu sebesar 10,7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tekanan hidup yang dialami
oleh penduduk pedesaan lebih berat. Kedua fakta tersebut menggambarkan semakin
jelas tentang faktor risiko terjadinya tindak pemasungan yang sebagian besar

dilakukan oleh keluarga. Secara dominan disebabkan oleh ketidaktahuan dan



ketidakberdayaan keluarga untuk merawat PDM, masih minimnya akses terhadap
layanan dalam pemenuhan hak-hak PDM seperti hak untuk mendapatkan identitas,
akases informasi layanan kesehatan, layanan sosial serta akses layanan lainnya yang

sesuai kebutuhan.

Dalam rangka penghentian tindakan pemasungan ini pemerintah pusat melalui
Kementrian Sosial berupaya mengatasi masalah pemasungan dengan melakukan
kegiatan Gerakan Stop Pemasungan. Gerakan Stop Pemasungan merupakan
kegiatan yang dicanangkan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian
Sosial Republik Indonesia pada tahun 2016. Tujuan dari gerakan stop pemasungan
tersebut adalah untuk mencegah PDM mengalami pemasungan dan pemasungan

kembali serta mendapatkan rehabilitas medis dan sosial.

Kementerian Sosial berupaya mengatasi masalah pemasungan PDM dengan
melakukan berbagai aktivitas dan program mulai dari penguatan dari sisi regulasi
dan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas layanan,
kapasitas sumber daya, kerjasama lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah
untuk mencapai Indonesia benar-benar bebas dari berbagai praktik pemasungan.
Implementasi dari kebijakan tersebut salah satunya dengan membangun regulasi
yang kuat, dengan dibuatnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Pencegahan
dan penanganan Pemasungan bagi PDM. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk
menjamin terlaksananya berbagai bentuk upaya bagi pencegahan dan penanganan

pemasungan PDM secara terpadu.



Beberapa daerah di Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam Program Stop
Pemasungan, salah satunya Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung
melalui Dinas Sosial Povinsi Lampung berupaya mengatasi masalah pemasungan
dengan melakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas
semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam meningkatkan akses layanan
yang berkualitas di semua tingkat layanan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi
lintas sektor serta mengupayakan terselenggaranya sistem pemantauan dan evaluasi
secara berkelanjutan. Namun Gerakan Stop Pemasungan setelah di
implementasikan, hasilnya belum maksimal, hal tersebut terbukti pada tahun 2017
Dinas Kesehatan provinsi Lampung mencatat jumlah kasus pemasungan di Provinsi
Lampung masih tinggi. Berikut tabel Rekapitulasi kasus pasung Provinsi Lampung

tahun 2017.

Tabel 2. Rekapitlasi kasus pasung Provinsi Lampung tahun 2017

No. | Keterangan (Nama Kabupaten/Kota Jumlah Total
yang Melaksanakan Pelayanan Kasus Pasung
ODGJ yang Dipasung) sampai
Desember 2017
1. | Bandar Lampung 0
2. | Lampung Barat 6
3. | Lampung Selatan 8
4. | Lampung Tengah 30
5. | Lampung Timur 34
7. | Lampung Utara 19
8. | Metro 0
9. | Mesuji 1
10. | Pesawaran 0
11. | Pesisir Barat 2
12. | Pringsewu 2
13. | Tanggamus 0
14. | Tulang Bawang 4
15. | Tulang Bawang Barat 2
16. | Tulang Bawang Barat 2
17 | way Kanan 8
Provinsi Lampung 116

Sumber: Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2017




Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kasus pemasungan di Provinsi Lampung masih
cukup tinggi dilihat dari jumlah kasus pemasungan pada tahun 2017 sebanyak 116
kasus, dengan jumlah kasus pemasungan tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung
Timur sebanyak 34 kasus yang menjadikan Lampung Timur sebagai prioritas

Provinisi Lampung dalam menurunkan angka kasus pemasungan.

Pemasungan Lampung Timur berada pada angka 34 kasus terdiri dari 12
Kecamatan di kabupaten Lampung Timur sebagai locus dalam rangka menurunkan
angka pemasungan, 12 Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Way Jepara,
Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Sukadana,
Kecamatan Jabung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Raman Utara,
Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Bumi
Agung dan Kecamatan Marga Tiga. Dari 12 Kecamatan tersebut terdapat berbagai
jumlah pemasungan yang berbeda. berikut data pemasungan 12 Kecamatan di
kabupaten Lampung Timur:

Tabel 3. Data pemasungan Kabupaten Lampung Timur tahun 2017

Jumlah Kasus
2017

No Nama Kecamatan

1 Sekampung Udik
2 Gunung Pelindung
3. Raman Utara

4. Way Jepara
5

6

7

Pekalongan
Sukadana

. Jabung

8. Labuhan Maringgai
10. Metro Kibang

11. Bumi Agung

12. Marga Tiga

Jumlah Kasus
Sumber: Data Dinas sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2017
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Tabel 3. Menunjukkan bahwa Kecamatan Sekampung Udik pada Kabupaten
Lampung Timur angka pemasungan tertinggi yaitu pada angka 6 kasus, kemudian
Kecamatan Raman Utara dan Gunung Pelindung yaitu 5 kasus, Kecamatan Way
Jepara yaitu 4 kasus, Kecamatan pekalongan dan Sukadana yaitu 3 kasus,
Kecamatan Labuhan Maringgai, Jabung dan Metro Kibang yaitu 2 kasus, dan

terendah sebanyak 1 kasus di Kecamatan Bumi Agung dan Marga Tiga.

Pemerintah kabupaten Lampung Timur melakukan Upaya Penanganan kasus
pemasungan pada PDM dengan cara pemenuhan hak-hak PDM yang merupakan
dasar dari Gerakan Stop Pemasungan dan Evakuasi Korban Pasung Pada Tahun
2018 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Ditjen Rehabilitasi Sosial,
melalui Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Dharma Guna Bengkulu melaksanakan
Gerakan Stop Pemasungan dan Evakuasi sebanyak 16 orang Korban Pasung di
Kabupaten Lampung Timur. Evakuasi sendiri dilaksanakan oleh tim evakuasi yang
terdiri dari tiga tim, yakni tim kesatu untuk melaksanakan evakuasi Orang Dengan
Gangguan Jiwa di Kecamatan Sekampung Udik. Selanjutnya, tim kedua di
Kecamatan Bumi Agung, Sukadana dan Margatiga, serta tim ketiga bertugas
melaksanakan evakuasi di Kecamatan Raman Utara dan Pekalongan. (Sumber
Lampung.co. 2018. Gerakan Stop Pemasungan 16 Orang Gangguan Jiwa Di

Lampung Timur Dibebaskan. https://www.lampung.co/lampung/. (diakses pada 24

Agustus 2019 pukul 23.02 WIB)).

Upaya pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam membenahi masalah
pemasungan kini telah mewujudkan hasil yang sesuai dengan target dari yang

direncanakan menteri sosial. Selama setahun Pemerintah Kabupaten Lampung
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Timur telah mampu menangani kasus pemasungan. Tahun 2018 pemerintah
kabupaten Lampung Timur mampu menurunkan angka pemasungan menjadi 16
kasus. Akan tetapi walaupun Lampung Timur mengalami penurunan yang sangat
tinggi, Lampung Timur masih menjadi kabupaten dengan jumlah pemasungan

yang tinggi dari 17 Kabupaten lainnya.

Permasalahan pemasungan bagi PDM perlu diperhatikan agar kedepannya tidak
terjadi lagi hal yang serupa maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani
permasalahan pemasungan PDM baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun
lembaga terkait. Upaya tersebut dirasa perlu untuk mewujudkan Kabupaten
Lampung Timur benar-benar bebas dari praktik pemasungan. Oleh karena itu
diperlukan koordinasi dari para lembaga terkait. Dalam upaya pencegahan dan
penanganan pemasungan PDM dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Timur, Dinas Kesehatan Lampung Timur, Pemerintah di

tingkat Kecamatan dan kelurahan, polsek, serta Lembaga Rehabilitas Sosial.

Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting sesuai
dengan tugas mereka dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan
pemasungan. Dinas Sosial berperan memberikan edukasi dan informasi tentang
akses jaminan sosial, layanan sosial, edukasi dan informasi tentang program dan
kegiatan pendampingan sosial dalam penanganan PDM dalam semua sektor;
Puskesmas memiki peran dalam pemeriksaan awal maupun lanjutan dan keperluan
rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa; memberikan
edukasi dan informasi tentang akses jaminan kesehatan dan layanan kesehatan;

Pemerintah tingkat Kelurahan dan Kecamatan berperan untuk mengurusi



kepersertaan jaminan kesehatan nasional dan surat-surat lainnya yang diperlukan
untuk keperluan akses pelayanan kesehatan, Kepolisian bertanggung jawab
memberikan edukasi dan informasi tentang Kamtibmas dan menampung masalah
pemasungan; serta lembaga rehabilitas sosial berperan dalam merehabilitasi PDM.
Oleh karenanya dalam pemenuhan hak-hak PDM diperlukan adanya peran dari
semua pihak dari lembaga untuk menjalankan fungsi pemerintah secara bersama

dan saling berkoordinasi.

Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Agustus 2020, terdapat
beberapa masalah yang terjadi dalam menangani pemasungan pada PDM,
permasalahannya antara lain yaitu masih banyak PDM yang dikategorikan fakir
miskin tidak memperoleh akses jaminan sosial kesehatan, diakibatkan syarat
administrasi kependudukan dalam akses layanan kesehatan tidak terjangkau oleh
penyandang disabilitas meskipun sumber pembiayaan kesehatan sudah tersedia.
Hal ini diindikasi oleh kurangnya tingkat kerjasama dan komunikasi antara Dinas
Sosial Kabupaten Lampung Timur dengan aparat desa dan Kecamatan pada proses
pendataan administrasi kependudukan. Permasalahan kedua, tidak adanya
tindaklanjut penanganan pasca pemasungan, sehingga masih ditemukannya kasus
pemasungan (termasuk pemasungan kembali) akibat kurangnya dukungan
emosianal dari keluarga serta terputusnya pengobatan akibat pemulihan
penyandang disabilitas mental yang tidak berjalan optimal. Hal ini tentu

mempengaruhi efisiensi penyaluran program gerakan stop Pemasungan.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang peneliti paparkan diatas, maka

koordinasi diperlukan untuk memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan
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dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan bersama, karena
koordinasi merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan
program, Namun sayangnya koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan
program Gerakan Stop Pemasungan masih terindikasi belum baik, akibat kurang
optimalnya kerjasama yang dilakukan antar pihak hal ini didukung oleh kurangnya
informasi, komunikasi dan koordinasi antar pemegang program. Sehingga adanya
ketidakjelasan tugas dari masing-masing lembaga dalam penyediaan layanan
menyebabkan layanan yang tersedia dirasakan sulit dijangkau oleh PDM dan

keluarga.

Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-anggota atau unit-unit
organisasi yang pekerjaannya saling bergantungan. Menurut Terry dalam
Saefuddin (1993:69) koordinasi berperan sangat vital dalam sebuah organisasi,
apabila organisasi diartikan sebagai suatu kerjasama tim, maka yang menjadi
landasan dari semua kerjasama adalah koordinasi. Artinya tanpa adanya koordinasi
yang baik, maka pelaksanaan Gerakan Stop Pemasungan menjadi tidak terarah
dalam satu kesatuan tindakan. Selain itu memungkinkan adanya tindakan yang
tidak bergerak sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu koordinasi dalam
pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk dikaji, maka dari itu peneliti tertarik
untuk mengkaji secara menyeluruh dalam sebuah penelitian mengenai “Koordinasi
Antar Lembaga dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Mental (Studi Tentang

Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu :

1.

Organisasi apa sajakah yang terlibat dalam penanganan penyandang disabiltas
mental tentang gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur?
Bagaimana koordinasi antar lembaga dalam penanganan penyandang disabiltas
mental tentang gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur?
Apasaja kendala dalam koordinasi antar lembaga dalam penanganan
penyandang stabilitas mental tentang gerakan stop pemasungan di Kabupaten

Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1.

Untuk mengidentifikasi organisasi yang terlibat dalam penanganan penyandang
disabiltas mental tentang gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung
Timur?

Untuk mendeskripsikan koordinasi antar lembaga dalam penanganan
penyandang stabilitas mental tentang gerakan stop pemasungan di Kabupaten
Lampung Timur.

Mengidentifikasi kendala-kendala koordinasi antar lembaga dalam penanganan
penyandang stabilitas mental tentang Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten

Lampung Timur.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmu
pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara terutama mengenai
organisasi dan manajemen.

2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan
masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menyempurnakan atau memperbaiki

pelaksanaan Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Diantara sistem manajemen yang mengatur sumber daya manusia untuk
melaksanakan kegiatan manajemen adalah sistem koordinasi. Koordinasi menjadi
penting dalam rangka penyatuan gerak dan langkah secara terarah. Koordinasi
merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan
dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka sehingga dapat diambil tindakan yang
serempak menuju sasaran yang telah di tetapkan. Sebagaimana dijelaskan
Hasibuan (2014:85), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut E.F.L Brech dalam Sukarna (2011:7), Koordinasi adalah mengimbangi
dan menggerakan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok
kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan
keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan

Menurut G.R.Terry dalam Sukarna (2011:7). Koordinasi adalah suatu usaha yang
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sinkron/ teratur untuk menghasilkan suatau tindakan yang seragam dan harmonis

pada sasaran yang telah ditentukan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Money dalam Saefuddin (1993:69),
mengemukakan bahwa koordinasi adalah pengaturan kelompok orang secara
teratur untuk mencapai kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya
maksud bersama. Sedangkan menurut Sutarto dalam Saefuddin (1993:69), yang
berpendapat mengkoordinasikan berarti meningkat bersama, menyatukan serta,

menyeleraskan semua kegiatan dan usaha.

Berdasarkan pengertian-pengertian koordinasi yang telah dijelaskan diatas,
koordinasi merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dimana
masing-masing pihak tersebut menyelaraskan, menyeimbangkan, dan
berkomunikasi secara baik dan benar untuk mencapai kesatuan tindakan yang
seragam dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Koordinasi
juga sangat penting dalam hal tujuan suatu antar badan, instansi, serta pelaksanaan

sehingga bisa saling mengisi serta membantu dan saling melengkapi.

2. Pentingnya Koordinasi

Dalam konsepnya, koordinasi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah

organisasi untuk mecapai suatu tujuan. Pentingnya koordinasi menurut

Handayaningrat (1982 : 93), mengemukakan :

a. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap
organisasi. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan sumbangan guna

tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-
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kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi. Bila tidak akan
terjadi pemborosan yaitu pemborosan uang, tenaga dan alat-alat.

Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama
yang berhubungan denan peranan kepemimpinan. kalau kepemimpinannya
kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik.

Koordinasi mempunyai efek terhadap pekembangan daripada personal
didalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam

koordinasi itu harus selalu ada.

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:86), koordinasi sangat penting dalam

organisasi :

a.

Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan dan kembaran atau
kekosongan pekerjaan

Agar orang-orang dan pekerjaannya diseleraskan serta diarahkan untuk
pencapaian tujuan perusahaan

Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan

Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu
karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi

Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang

diinginkan.

Sedangkan menurut Terry dalam Saefuddin (1993:69), koordinasi berperan sangat

vital dalam sebuah organisasi, apabila organisasi diartikan sebagai suatu

kerjasama team, maka yang menjadi landasan dari semua kerjasama adalah

koordinasi.
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Dari beberapa pentingnya koordinasi diatas bisa dilihat bahwa koordinasi

berperan sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan

kerja sama yang baik.

3.

Tipe-Tipe Koordinasi

Dalam tipe koordinasi setiap organisasi tidaklah sama, dan ada beberapa tipe

koordinasi yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai suatu kerjasama

yang baik. Menurut Hasibuan (2019:87), tipe-tipe koordinasi meliputi :

a.

Vertical Coordination (Koordinasi Vertical)

Tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang
dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit, kesatuan
kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab.

Horizontal Coordination (Koordinasi Horisontal)

Tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang
dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi Yyang

setingkat.

Koordinasi Horizontal terbagi atas dua :

a.

Interdisciplinary, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan,
menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antar unit
yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada
unit-unit yang sama tugasnya.

Inter-related, yakni koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang

fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling
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bergantung atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern yang

levelnya setaraf.

Menurut Handayaningrat (1982:90), terdapat dua tipe koordinasi koordinasi intern

dan fungsional :

a. Koordinasi Intern, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung.
Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan
kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

b. Koordinasi fungsional , yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini
disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan
sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa
koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit/ organisassi lainnya
mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern
1. Koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam

diperlukan koordinasi secara horisontal. Koordinasi fungsional ini
diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya mempunyai
hubungan kerja fungsional.

2. Koordinasi fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara
organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut
satu atau beberapa organsasi. Koordinasi fugsional ini dilakukan, karena
sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa

bntuan dari orang lainnya.
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Dari beberapa tipe koordinasi diatas peneliti menyimpulkan bahwa tipe koordinasi
yang cocok untuk penelitian adalah koordinasi horisontal (Hasibuan 2001: 87)
karena dalam koordinasi horisontal terbagi atas dua dan salah satu dari koordinasi
horisontal ada inter-related yaitu koordinasi antar badan (instansi). Dalam fungsi
nya kordinasi inter-related adalah instansi yang satu dengan yang lain saling

bergantung atau mempunyai kaitannya secara intern yang levelnya setaraf.

4. Indikator Koordinasi

Menurut Syamsi (1994:116), koordinasi yang dapat di lihat dari hal-hal berikut:

a. Terdapat pembagian yang tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi

b. Terbentuknya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar
dalam organisasi

c. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang
dalam organisasi

d. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan perencanaan,

pembimbingan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Ndraha (2015:297), koordinasi dapat diukur melalui

indikator:

a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
Informasi, Komunikasi dan teknologi merupakan pendekatan utama dalam
proses koordinasi, komunikasi dalam pengaturan ruang dan waktu yang
memperlancar pencapaian tujuan koordinasi karena adanya hubungan antar
individu atau instansi. Informasi merupakan hasil dari komunikasi yang

dilakukan antar individu atau instansi yang saling berkoordinasi. Sedangkan
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teknologi merupakan sarana pendukung yang cukup penting untuk
memperlancar komunikasi dan pemberian informasi.

Kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan
keyakinannya. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing
pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat
bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran akan pentingnya
koordinasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tingkat pengetahuan pelaksana
terhadap koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi.

Kompetensi partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang
terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Pada pelaksanaan kompetensi
partisipan untuk menangani PDM pada gerakan stop pemasungan , kehadiran
dari masing-masing pejabat yang memiliki kewenangan sangat dibutuhkan
untuk menentukan keputusan yang tepat dalam pelaksanaan koordinasi.
Kesepakatan dan komitmen.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antar satu orang atau lebih dengan
pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan Komitmen adalah
keadaan dimana seseorang membuat perjanjian (keterkaitan, baik kepada diri
sendiri maupun orang lain yang tercermin dalam tindakan/prilaku tertentu
yang dilakukan secara sukarela atau terpaksa). Kesepakatan dan komitmen
yang harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional
(formal) antar stakeholder dalam proses penanganan PDM pada gerakan stop

pemasungan di lampung Timur. Hal tersebut dimaksudkan agar para
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pelaksana koordinasi patuh terhadap aturan yang berlaku dan tidak bertindak
sewenang-wenang. Pelaksana koordinasi yang sudah melakukan kesepakatan
harus berkomitmen dengan tidak mangkit dari tugas yang diberika.

e. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
Penetapan kesepakatan dalam koordinasi bersama secara mengikat berbagai
kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang
satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang
telah ditetapkan dan disisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak
merusak kegiatan yang lainnya.

f.  Insentif koordinasi, yaitu sanksi pihak yang ingkar atau tidak mentaati
kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan sendiri.

g. Feedback sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

Berdasarkan pendapat tentang indikator koordinasi, maka dalam penelitian
menggunakan indikator koordinasi menurut Ndraha sebagai fokus penelitian.
Ketujuh indikator tersebut digunakan untuk melihat seperti apa koordinasi yang
berjalan selama ini antara Dinas Sosial Lampung Timur, TKSK Sekampung Udik,
Puskesmas Pugung Raharjo, Kepolisian Sektor Sekampung Udik, Pemerintah
Desa Gunung Sugih Besar dan Yayasan Aulia Rahma Lampung dalam
penanganan pemasungan pemasungan pada PDM di Lampung Timur. Koordinasi
antar instansi tersebut dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tujuh indikator

koordinasi yang diantaranya adalah komunikasi.
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Teknik-Teknik Koordinasi

Mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam organisasi diperlukan teknik-

teknik tertentu. Pemahaman terhadap teknik-teknik, koordinasi sangat diperlukan

oleh para koordinator atau manajer karena dengan mengetahui teknik-teknik

koordinasi kemungkinan besar akan dapat dicapai hasil yang optimal, efisien, dan

efektif. Teknik-teknik koordinasi menurut Handayaningrat (1986:12), antara lain:

a.

Koordinasi melalui kewenangan

Penggunaan wewenang merupakan salah satu cara untuk menjamin
terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal yang demikian apabila organisasi
tersebut bersifat seragam (homogen) atau yang disebut integrated type.
Dalam organisasi yang demikian itu, koordinasi melalui kewenangan dapat
dijalankan secara efektif.

Koordinasi melalui konsensus

Koordinasi melalui konsensus terbagi menjadi 3 macam yaitu: konsensus
melalui motivasi, konsesnsus melalui sistem timbal balik, dan konsensus
melalui ide. Para ahli berpendapat bahwa motivasi juga mempunyai peranan
yang sangat penting dalam meningkatkan usaha-usaha koordinasi, terutama
dalam organisasi besar dan kompleks. Selanjutnya konsensus melalui timbal
balik atau saling membantu dapat digunakan dalam meningkatkan usaha
koordinasi. Sedangkan konsensus melalui ide dimaksudkan bahwa setiap
orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasikan dirinya
dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

Koordinasi melalui pedoman kerja
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Pedoman kerja dijadikan landasan berpijak bagi setiap kegiatan, sehingga
diharapkan dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang sebaik-
baiknya. Pedoman kerja atau petunjuk kerja merupakan sarana pengikat dan
pengaruh berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat
berjalan sebagaimana yang diharapkan.

d. Koordinasi melalui forum
Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu
wadah tertentu yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-
menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam
pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam
pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.

e. Koordinasi melalui konperensi
Koordinasi melalui konperensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang yang
baik pada tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksana. Rapat-rapat pada
tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam
pengambilan keputusan terhadapmasalah yang timbul dalam pelaksanaan,
akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh

fungsi yang ada dalam organisasi.

6. Masalah-Masalah Koordinasi
Masalah koordinasi di dalam pemerintah Indonesia masih menjadi masalah yang
perlu dipecahkan. Pedoman dari pemerintah adalah KIS ( Koordinasi, Intergrasi,

Sinkronisasi). Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah itu berhasil
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baik, perlu adanya integrasi dalam kesatuan tindakan dan dengan adanya
sinkronisasi diharapkan supaya tindakan itu serasi, seirama, selaras satu sama lain.
Jadi KIS ini berarti adanya kesatuan tindakan yang serasi, selars dan seirama.
Sebab-sebab timbulnya masalah koordinasi :
a. Sejumlah dan kompleksnya fungsi dan kegiatan yang secara khusus
dilakukan oleh berbagai-bagai unit dan perorangan.
b. Bertambahnya pengkhususan-pengkhususan daripada kegiatan sehingga
memperbesar stuktur organisasi itu sendiri.
c. Dengan semakin kompleksnya dan besarnya struktur organissai
menambah pula koordinasi. Demikian pula dari pada rentang pengendalian

(span of control) termasuk pula dalam masalah koordinasi.

Menurut Paul dan Lorch dalam Handoko (2003:197), mengungkapkan 4 (empat)
tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas
pengkoordinasian, yaitu:
a. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu.
Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan
mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi
yang baik. Misalnya bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi
produk harus diutamakan daripada kualtias produk. Bagian akuntansi melihat
pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi.
b. Perbedaan dalam orientasi waktu.
Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus

dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian
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penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka
panjang.

c. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi.
Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang
cepat agar prosesnya lancar, sedang bagian penelitian dan pengembangan
mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat
serta berdiskusi sat dengan yang lain.

d. Perbedaan dalam formalitas struktur.
Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan
standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk

balas jasa bagi karyawan.

Masalah-masalah tersebut tergantung pula atas kemampuan dan kecakapan
pemimpin dalam mengendalikan bawahannya. Struktur organisasi yang kompleks
akan menimbulkan berambahnya masalah komunikasi yang sukar untuk
memperoleh koordinasi yang baik. Kesukaran-kesukaran dalam koordinasi akan
timbul, baik yang bersifat dimensi yang horizontal dan vertikal (dari atas ke
bawah ataupun yang bersifat menyamping). Bertambahnya jumlah personal
menimbulkan masalah yang kompleks. Sebab tiap-tiap orang mempunyai

kebijaksanaan dan sifatnya sendiri-sendiri.
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B. Organisasi Publik

1. Pengertian Organisasi Publik

Organisasi berasal dari kata Yunani organon, dan istilah Latin organum, alat,
bagian, anggota atau badan. Handayaningrat (2017:42) menyatakan bahwa
organisasi adalah wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama dalam
usahanya mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sulistio dan Sulistiowati (2014:
13), organisasi merupakan wadah/sarana mewadahi kegiatan-kegiatan yang
dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya Mc. Farlan dalam Hadyaningrat
(2017:42), organisasi adalah sekelompok manusia yang dapat dikenal yang

menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan..

Publik berasal dari bahasa Latin “Publik” yang berarti “of people” berkenaan
dengan masayarakat. Organisasi Publik adalah organisasi yang terbesar yang
mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan
mempunyai kewenangan Yyang absash (terlegimitasi) di bidang politik,
administrasi pemerintah, dan hukum secara terlembaga sehingga berkewajiban
melindungi warga negaranya. Sedangkan menurut Hubaisy (2014:10), organisasi
publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Orientasi dari organisasi publik adalah untuk melayani

masyarakat.
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Karakteristik Organisasi Publik

Organisasi publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

a.

Tujuan organisasi publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara
bertahap, baik dalam kebutuhan dasardan kebutuhan lainnya baik rohani
maupun jasmani.

Aktivitas utamanya pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan,
kesehatan, keamanan, penegakan hokum, transportasi publik dan penyediaan
pangan.

Sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan
retribusi, laba perusahaan Negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan
lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Kultur organisasi bersifat brokratis, formal dan berjenjang

Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan

program.

Prinsip-prinsip Organisasi Publik

Prinsip- prinsip organisasi publik menurut Sulistio dan Sulistiowati (2015: 128),

yaitu:

a.

b.

Perumusan tujuan yang jelas

Pembagian kerja dan delegasi wewenang
Rentan kekuasaan

Tingkatan-tingkatan pengawasan
Kesatuan perintah dan tanggung jawab

koordinasi
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C. Penyandang Disabilitas Mental

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut definisi yang diberikan oleh World Health Organization (WHO),
disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga
mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai
dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level

individu (Murtie, 2016: 88).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki
keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
Pasal 1 ayat (1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang
lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang
disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk
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melananikukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang
disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik

dan mental.

Disabilitas atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan
aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud adalah sebuah
masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, sedangkan yang dimaksud
pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam
melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan
masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.
Namun, meskipun dikatakan memiliki Kketerbatasan kelompok penyandang
disabilitas bukanlah orang sepenuhnya bergantung kepada orang lain dan tak
mampu berbuat apapun bagi diri mereka sendiri ataupun dikehidupan
bermasyarakat. Kecacatan atau keterbatasan yang mereka alami seharusnya tidak
menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup

dan hak mempertahankan kehidupannya.

2. Ragam Penyandang Disabilitas Mental

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas Penyandang

Disabilitas mental (PDM) adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan prilaku,

antara lain:

a) Skizofrenia

b) Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses
berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya

dimanifestasikan dalam bentuk halusinasi pendengaran, paranoid atau waham



29

yang ganjil, atau cara berbicara dan berpikir yang kacau, dan disertai dengan
disfungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan.

c) Bipolar
Bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang
yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrem berupa
mania dan depresi. Karena itu istilah medis sebelumnya disebut dengan menic
depressive. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua
kutub (bipolar) yang berlawanan yaitu kebahagiaan (mania) dan kesedihan
(depresi) yang berlebihan tanpa waktu yang pasti.

d) Anxietas adalah keadaan tegang yang berlebihan atau tidak pada tempatnya
yang ditandai oleh perasaan khawatir, cemas, tidak menentu atau takut. Respon
anxietas sering kali tidak berkaitan dengan ancaman yang nyata, namun tetap

dapat membuat seseorang tidak mampu bertindak atau bahkan menarik diri.

D. Tinjauan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap
individu sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Hak asasi merupakan relasi antara
negara dengan warga negaranya, di mana negara memiliki kewajiban untuk
memenuhi hak asasi warga negaranya sedangkan warga negara adalah penikmat
hak asasi manusia. Menurut Muladi (2002: 56) hak asasi manusia sering diartikan

sebagai hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa
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hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang

utuh.

Miriam Budiardjo (1994:73) mendefinisikan hak asasi sebagai hak yang dimiliki
menusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau
kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu beerdasarkan
Undang- Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dijunjunh oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Hak merupakan nilai dasar yang dimiliki manusia juga berlaku pada penyandang
disabilitas tanpa terkecuali. Hak disabilitas dapat diartikan sebagai hak dasar yang
didapat secara kodrati berasal dari Tuhan Yang Maha Esa kepada individu yang
mengalami keterbatasan baik fisik atau yang lainnya yang dapat mengganggu
aktivitas secara umum. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5
Penyandang Disabilitas memiliki hak yang tertuang dalam ayat 1:

a. hidup;

b. bebas dari stigma;

C. privasi;

d. keadilan dan perlindungan hukum;

e. pendidikan;

f.  pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
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g. kesehatan;

h. politik;

i. keagamaan;

J.  keolahragaan;

k. kebudayaan dan pariwisata;

I.  kesejahteraan sosial;

m. Aksesibilitas;

n. Pelayanan Publik;

0. Pelindungan dari bencana;

p. Habilitasi dan rehabilitasi;

g. Konsesi;

r. Pendataan;

s.  Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t.  Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

3. Peran Pemerintah Mengatasi Diskriminasi Pemenuhan Hak Penyadang
Disabilitas

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak

penyandang disabilitas karena masih banyak yang memandang lemah para

penyandang disabilitas. Upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap

penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan secara

penuh dan setara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 3 yaitu: untuk mewujudkan
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penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta
kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Maksud dengan
setara disini adalah menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar
dengan orang non disabilitas atau dengan istilahn memanusiakan manusia
(memanusiakan penyandang disabilitas). Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 yang
mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Di samping itu, perlindungan
penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan
lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibelitas demi kesamaan kesempatan

bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.

Konvensi penyandang disabilitas menetapkan kewajiban umum setiap Negara
peserta termasuk Indonesia, untuk wajib merealisasikan hak yang termuat dalam
Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan
administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-
undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang
disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek
kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan

budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak
yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam
penghormatan , perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta mengatur

tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemerintah,
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sebagai perwakilan negara seharusnya wajib membuat kebijakan anti
diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam
implementasinya. Dengan adanya hak konstitusional setiap warga negara
memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal-pasal tersebut
mengandung arti jelas bahwa, jika warga negara tidak mendapatkan haknya maka
warga negara itu bisa menuntut hak tersebut kepada negara. Jika dengan kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah, sekelompok warga negara vyaitu khususnya
penyandang disabilitas merasa terdiskriminasi, maka seharusnya peraturan
tersebut ditinjau kembali, apalagi jika peraturan tersebut mengacu kepada
keterbatasan fisik seseorang. Padahal, keterbatasan fisik tidaklah mengurangi

kecerdasan dan kapasitas seseorang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin perlindungan
Hak Asasi Manusia, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum,
jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya,
hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Upaya perlindungan Hak
Asasi Manusia penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap
terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia
terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan Hak Asasi
Manusia. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya
pencegahan Hak Asasi Manusia yang dilakukan individu maupun masyarakat dan
negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya
termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara

konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya. Dalam upaya
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perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, negara harus

mengacu pada prinsip-prinsip umum berikut, yaitu:

a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk
kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;

b.  Non diskriminasi;

c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;

d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai
bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;

e. Kesetaraan kesempatan;

f.  Aksebilitas;

g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam
konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk
menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga
memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih
berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat para penyandang
disabilitas. Selain itu, pengaturan hak penyandang disabilitas ke dalam konstitusi
maupun undang-undang diharapkan dapat memperkuat komitmen untuk kemajuan
dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan
demi- kian, hak penyandang disabilitas ini akan menjadikannya sebagai hak yang
dilindungi secara konstitusional atau hak konstitusional. Kewajiban untuk
menjamin adalah kewajiban yang bersifat positif yang mengandung dua jenis
kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi.

Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan
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perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara.
Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada
umumnya dan penyandang disabilitas memperolen perlakuan khusus
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap orang yang
termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pengaturan ini diperkuat
oleh Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia
lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan

perlakuan khusus.

Dengan pemaknaan undang-undang hak asasi manusia, menegaskan bahwa
kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang”
dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945. Selain itu, bahwa makna dari kemudahan dan perlakuan khusus
bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam
lingkup pemenuhan hak konstitusional. Oleh sebab itu, para penyandang
disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat
non disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal
281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
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Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah
sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus. Setidaknya terdapat dua makna
perlakuan khusus, yang pertama perlakuan khusus ini adalah sebagai upaya
perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan
terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan
Khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Sedangkan yang kedua
perlakuan khusus disini adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang
disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan yang lebih sebagai
kompensasi atas disabillitas yang disandangnya demi memperkecil atau
menghilangkan dampak disabilitas sehingga memungkinkan untuk menikmati,
berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala

aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Tiga aspek perlindungan terhadap penyandang disabilitas, yaitu pertama, aspek
filosofis. Ditinjau dari aspek filosofis, perlindungan terhadap penyandang
disabilitas, Perlindungan Hak Disabilitas disabilitas diperlukan untuk pemenuhan
harkat dan martabat sebagai manusia. Hal mana penyandang disabilitas wajib
diperlakukan secara manusiawi sesuai dan sederajat dengan manusia normal.
Kedua, aspek yuridis. Ditinjau dari aspek yuridis, bahwa untuk menjamin
pelindungan khusus terhadap hak dan kedudukan, serta pelindungan dari
perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan instrumen hukum
yang secara khusus pula mengatur mengenai penyandang disabilitas. Jaminan dan

perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta jaminan pelindungan
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dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek
kehidupan. Jaminan dan perlindungan negara tersebut telah dinyatakan dalam
Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”. Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Setiap orang
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Ketiga aspek sosiologis. Dari aspek sosiologis, perlindungan terhadap penyandang
disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar
bernegara di Indonesia. Bahkan upaya perlindungan saja belumlah memadai
dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada
masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama
dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi

penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
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METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan atau melukiskan
suatu fenomena atau kejadia secara sistematis. Bodgan dan Taylor dalam Moleong
(2017:4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bermaksud memberikan pemahaman
mendalam mengenai koordinasi antar lembaga dalam penanganan PDM pada

gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur.

A. Fokus penelitian

Moleong (2017:94) menyatakan bahwa penentuan fokus penelitian memiliki dua
maksud tertentu yang ingin peneliti capai. Pertama, penetapan fokus dapat
membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua,
penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi atau kriteria
msuk-keluar suaru informasi yang baru diperoleh di lapangan. Fokus penelitian
dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatid sekaligus membatasi penelitian

guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Fokus penelitian
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dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna
memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam
penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti.
Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:
1. Organisasi yang terlibat dalam penanganan PDM pada gerakan stop
pemasungan di Kabuapten Lampung Timur
2. Koordinasi antar lembaga dalam penanganan PDM pada gerakan stop
pemasungan di Kabupaten Lampung Timur. Peneliti telah menggunakan teori
milik Ndraha (2015:297), dengan memandang koordinasi melalui proses
manajemen koordinasi yang dapat diukur melalui indikator:
a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
Penelitian ini melihat bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi
informasi yang terjalin antar lembaga dalam penanganan PDM pada
gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur.
b. Kesadaran pentingnya koordinasi
Koordinasi bawaan didalam setiap kerja atau tugas antar lembaga dalam
penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung
Timur.
c. Kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi
Peserta koordinasi yang berkompeten mengambil keputusan dalam proses
penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung

Timur.
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d. Kesepakatan dan komitmen
Kesepakatan dan komitmen yang harus diagendakan (diprogramkan) oleh
setiap pihak secara institusional (formal) antar lembaga dalam proses
penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung
Timur .

e. Insentif
Koordinasi Yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati
kesepakatan bersama yang terjadi dalam proses penanganan PDM pada
gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur, dimana sanksi
tersebut berasal dari pihak atasan yang terkait.

f. Feedback sebagai masukan-balik kedalam proses koordinasi selanjutnya

3. Fokus yang ketiga ditujukan pada kendala-kendala dalam menjalankan
koordinasi antar lembaga dalam penanganan PDM pada gerakan stop

pemasungan di Kabupaten Lampung Timur

B. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2017:128) lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti
melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang
sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data
penelitian yang akurat. Sedangkan unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan
dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa
individu, kelompok, organisasi, benda dan waktu tertentu sesuai dengan fokus

permasalahannya. Unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa
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organisasi dalam skala kecil dan terbatas. Dengan mempertimbangkan hal diatas
dan membatasi penelitian maka lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian

ini ditentukan secara sengaja (purposive).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Timur Khusunya Kecamatan
Sekampung Udik serta lembaga-lembaga yang terkait dalam koordinasi antar
lembaga dalam penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten
Lampung Timur yaitu meliputi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur,
Pemerintah Kecamatan Sekampung Udik, Kapolisian Sektor Sekampung Udik,
Puskesmas Punggung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik, Pemerintah Desa
Gunung Sugih Besar dan Panti Rehabilitasi Aulia Rahma Lampung. Alasan peneliti
memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena di Kecamatan Sekampung
Udik memiliki jumlah kasus pemasungan terbanyak di Kabupaten Lampung Timur,
dan juga lembaga-lembaga tersebut merupakan organisasi publik yang

melaksanakan Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofl dalam Moleong (2017:157) sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun
tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang
diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang

dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:
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1. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh
dari pengamatan langsung maupun kepada informan. Dengan demikian, dalam
memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan

pada saat wawancara berlangsung. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 4. Data informan

Tanggal
No Informan Keterangan Wawancara
1. Suharto Seksi Rehabilitasi Sosial 11 Agustus 2020

Penyandang Disabilitas dan
Korban Penyalahgunaan Narkoba
Dinas Sosial Lampung Timur

2. Syamsul Bahri | Tenaga Kerja Sosial Kecamatan 13 Agustus 2020
(TKSK) Sekampung Udik

3. Sumarjan Penanggungjawab Kesehatan Jiwa | 13 Agustus 2020
Puskesmas Punggung Raharjo

4, Eko Wahyudi Bhabinkamtibnas Kapolisian 14 Agustus 2020
Sektor Sekampung Udik

5. M.Nuh Sekertaris Desa Gunung Sugih 14 Agustus 2020
Besar

6. Epi Septiana Sie Administrasi dan Perawat di 12 Agustus 2020
Panti Rehabilitasi Aulia Rahma

Lampung
7. Romli Keluarga PDM 16 Agustus 2020
8. Ismail Keluarga PDM 15 Agustus 2020
9. Samsudin Keluarga PDM 15 Agustus 2020
10. | Solihin Mantan pasien yang dipasung 15 Agustus 2020

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi
informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yang berkenaan

dengan penelitian ini seperti karta tulis, peraturan perundangundangan, pedoman
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pelaksanaan, literatur, artikel, koran dan yang berkenaan dengan penanganan PDM

pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 5. Dokumen penelitian

No Dokumentasi Substansi
1. Profil Kecamatan Sekampung | Berisi tentang batas administrasi
Udik Kecamatan Sekampung Udik, jumlah
penduduk, dan kondisi kesehatan tahun
2017
2. Profil Panti Rehabilitasi Aulia | Berisi tentang sejarah berdirinya Panti
Rahma Rehabilitasi Aulia Rahma, letak wilayah,
visi dan misi, kegiatan-kegiatan, serta
struktur organisasi
3. Profil Dinas Sosial Kabupaten | Berisi tentang kedudukan Dinas Sosial
Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur, visi-misi,
struktur organisasi, serta tugas dan fungsi
4. Profil Puskesmas Pugung Berisi tentang batas wilayah kerja
Raharjo Puskesmas Pugung Raharjo, dan struktur
organisasi
5. Peraturan Perundang- 1) Peraturan Menteri Sosial Rl No. 12
undangan Tahun 2018 tentang Pencegahan dan
Penanganan Pemasungan bagi PDM
2) Undang-undang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kesehatan Jiwa
3) Undang-undang No 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas
6. Dokumen Dinas Kesehatan Berisi tentang rekap pasung Provinsi
Provinsi Lampung Lampung tahun 2017
7. Dokumen Dinas Sosial Berisi tentang data PDM /Pemasungan
Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur tahun 2017
Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
8. Dokumen Dinas Kesehatan Berisi tentang Proporsi Jenis Gangguan
Lampung Timur Jiwa Kabupaten Lampung Timur Tahun
2017
9. Dokumen 1) Foto-foto hasil observasi PDM
2) Foto-foto rehabilitasi PDM di Panti
Rehabilitasi Aulia Rahma
3) Foto-foto proses evakuasi PDM

Sumber: Diolah Peneliti (2020)
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang

peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara (Interview)

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan
fokus penelitian. Pada proses ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang
berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kecamatan
Sekampung Udik, Kepolisian Sektor Sekampung Udik, Puskesmas Pugung
Raharjo, Pemerintah Desa Gunung Sugih Besar, dan Panti Rehabilitasi Aulia
Rahma Lampung. Wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan
Koordinasi Antar Lembaga dalam penanganan PDM pada gerakan stop

pemasungan di Kabupaten Lampung Timur.

2. Teknik Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017:226) menyatakan bahwa observasi atau
pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap gejala,
kejadian, atau sesuatu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, kegiatan
observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengamatan langsung
terhadap beberapa pihak pelaksana gerakan stop pemasungan, mengamati fasilitas
pendukung pelaksana gerakan stop pemasungan, mengamati proses evakuasi dan

rehabilitasi PDM, dan melakukan pengamatan terkait pemahaman beberapa
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keluarga PDM vyang beralamat di Desa Gunung Sugi Besar, Kecamatan

Sekampung Udik dan Desa Bawijaya, Kecamatan Sekampung Udik.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dan penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang digunakan
untuk mendukung penelitian mengenai koordinasi antar lembaga dalam
penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur
antara lain Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang
Disabilitas Mental, Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur yang berisi
tentang jumlah PDM /Pemasungan Kabupaten Lampung Timur tahun 2017, Profil
Kecamatan Sekampung Udik, Profil Panti Rehabilitasi Aulia Rahma, Profil Dinas
Sosial Kabupaten Lampung Timur, Profil Puskesmas Pugung Raharjo, serta
dokumen berupa foto-foto rehabilitasi PDM di Panti Rehabilitasi Aulia Rahma, dan

foto-foto proses evakuasi PDM.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut
Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017:246), mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secar terus
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menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis

data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu
dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkung, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam
penelitian ini, peneliti telah memilah-milah data yang berkaitan dan dibutuhkan
dalam penelitian koordinasi antar lembaga dalam penanganan PDM pada gerakan
stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian peneliti telah

memisahkan data yang bena-benar berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan berguna untuk
memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu
dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan
informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam
bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar. Penyajian data telah
dilakukan dengan mendeskripsikan atau merapikan hasil temuan dalam wawancara
terhadap informan yang memahami tentang koordinasi antar lembaga dalam
penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur,

serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.
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3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang
proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan
selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan
analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan
dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan,
persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya
kesimpulan tersebut tentunya sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi
dengan bertambahnya data melalui verifikasi yang terus dilakukan selama
penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan
akurat. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan penarikan kesimpulan dengan
pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi,

wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

Berikut ini bagan teknik analisis berdasarkan model komponen analisis data:

Data
’ Collection

y

Data
Display

Data
reduction

Conclusions:
drawing/verifying

Gambar 1 . Komponen Dalam Analisis Data
(Sumber: Sugiyono, 2017:247)
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F. Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh
peneliti. Menurut Moleong (2017:324) untuk menentukan keabsahan data dalam
penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam

pemeriksaan data dan menggunakan Kkriteria :

1. Derajat Kepercayaan (credibility)

a. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah
ada. Menurut Mathinson dalam Sugiyono (2017:332- 333), nilai dari teknik
pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh
secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Terdapat 3 macam triangulasi
dalam menentukan keabsahan data yaitu: (1) Triangulasi sumber yaitu
membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda; (2) Triangulasi teknik, untuk menguiji
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara,
observasi, dokumentasi atau kuesioner; (3) Triangulasi waktu, dalam melakukan

kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan
dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi,

dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa sumber
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tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana yang

berbeda dan mana yang spesifik. Berikut ini contoh tabel triangulasi yaitu :

Topik. Feedback

Tabel 6. Contoh Triangulasi

yang pernah dibina dan
direhabilitasi disini, kami
menemukan ada beberapa PDM
yang dipasung kembali oleh
keluarganya. Untuk itu kami
selaku pihak Panti Rehabilitasi
harus lebih fokus dalam membina
dan merehabilitasi mereka yang
dititipkan Dinsos, agar praktik
pemasungan benar-benar tidak ada
lagi terutama di Lampung Timur.”
(Hasil Wawancara pada Rabu, 12

Agustus 2020)

No Wawancara Dokumentasi
Informan Substansi Sumber Substansi
Dokumentasi
1. Epi Septiana [Hasil dari adanya koordinasi ini Kunjungan
selaku Sie  jadalah berkurangnya praktik lapangan Panti
Administrasi pemasungan pada PDM di = Rehabilitasi
dan Perawat [Lampung Timur. Masalah - |/Aulia Rahma
di Panti pemasungan memang masalah Lampung ke
Rehabilitasi lyang terus menerus selalu ada. Hal rumah PDM
Aulia Rahma tersebut dapat dilihat pada saat yang telah lepag
Lampung kami kunjungan ke rumah PDM pasung

Kunjungan
lapangan Panti
Rehabilitasi
Aulia Rahma
Lampung ke
rumah PDM
yang dipasung
kembali oleh
keluarganya

b. Memperpanjang waktu pengamatan

Memperpanjang waktu pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih

detail dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan melakukan

memperpanjang waktu pengamatan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
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2. Keteralihan (transferability)

Dalam kriteria ini dilakukan menggunakan ‘“uraian rinci”, yaitu dengan
melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan
konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat
uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks
antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti

melakukannya melalui triangulasi sumber serta disajikan dalam hasil pembahasan.

Menurut Patton dalam Moleong (2017:330) triangulasi dengan sumber berarti
membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Untuk
melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data
kejadian empiris dalam konteks yang sama antara koordinasi lembaga yang terlibat
langsung dalam proses penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan di

Kabupaten Lampung Timur.

3. Kebergantungan (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan memeriksa
keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di
lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-
nya dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti
mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil-hasil yang dikonsultasikan antara
lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Untuk itu
peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil-hasil sintesis

data serta catatan mengenai proses yang digunakan.
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4. Kepastian (confirmability)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada
dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Hal yang
dilakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan seminar usul dan seminar

hasil dengan mengundang teman sejawat, dosen pembimbing dan dosen pembahas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai

koordinasi antar lembaga dalam penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan

di Kabupaten Lampung Timur, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

a. Organisasi yang terlibat dalam penanganan PDM pada gerakan stop
pemasungan di Kabupaten Lampung Timur yaitu Dinas Sosial Lampung
Timur, Polsek Sekampung Udik, Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan
Sekampung Udik, dan Panti Rehabilitasi Aulia Rahma.

b. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Lampung Timur, Polsek
Sekampung Udik, Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik,
dan Panti Rehabilitasi Aulia Rahma dalam penanganan PDM pada gerakan
stop pemasungan di Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan namun belum
maksimal. Hal itu dapat dinilai dari 6 indikator koordinasi yaitu informasi,
komunikasi dan teknologi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi
pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi, kesepakatan dan komitmen,
Insentif dan feedback. Adapun indikator koordinasi yang belum berjalan

dengan baik yaitu:
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1) Kesadaran pentingnya koordinasi
Masing-masing lembaga sudah memiliki kesadaran namun belum cukup baik,
hal ini dikarenakan rapat atau forum jarang dilakukan oleh para lembaga.

2) Insentif
Tidak adanya insentif yang dapat meningkatkan motivasi para lembaga yang
terlibat dalam penanganan PDM pada gerakan stop pemasungan.

3) Feedback

Feedback yang dirasakan dalam koordinasi ini belum cukup baik.

Sedangkan indikator koordinasi yang sudah berjalan dengan baik yaitu:

1) Informasi, komunikasi dan teknologi informasi
Pemberian informasi yang diberikan masing-masing lembaga ke lembaga lain
sudah jelas. Komunikasi yang dilakukan saat melakukan koordinasi juga sudah
berjalan secara efektif. Penggunaan teknologi informasi juga sudah digunakan
dengan baik untuk membantu jalannya komunikasi yang terjadi diantara
masing-masing lembaga.

2) Kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi
Kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi sudah cukup
berkompeten. Para pelaksana koordinasi telah ikut serta dan hadir dalam
melakukan koordinasi serta sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan

dalam penanganan pemasungan PDM.
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3) Kesepakatan dan komitmen

C.

Kesepakatan dan Komitmen sudah terlaksana. Hal tersebut ditujukan dengan
pelaksanaan tanggungjawab dari semua lembaga yang terlibat dalam
penanganan pemasungan PDM, mulai dari proses evakuasi PDM hingga

rehabilitasi.

Faktor yang menjadi kendala dalam koordinasi antar lembaga dalam
penanganan pemasungan PDM pada gerakan stop pemasungan di Kabupaten
Lampung Timur terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun
kesimpulannya sebagai berikut:

1) Faktor Internal:

Kendala internal pada koordinasi ini adalah masalah anggaran dan rapat
koordinasi yang jarang dilakukan. Anggaran memang menjadi masalah dalam
pelaksanaan koordinasi karena program yang akan dijalankan tidak bisa
berjalan dengan baik. Untuk masalah rapat koordinasi yang jarang dijalankan
membuat para lembaga yang terlibat tidak mengetahui sudah sejauh mana
koordinasi yang dilakukan selama ini dalam menangani masalah pemasungan

pada PDM.

2) Faktor Eksternal
Kendala eksternal pada koordinasi ini adalah kurangnya dukungan dari
keluarga dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya dukungan

emosial keluarga terhadap PDM dan masyarakat yang masih memberikan
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stigma negatif, dan masih mengucilkan PDM dan tak jarang mereka malah

mendukung tindakan pemasungan dengan alasan keamanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan terkait koordinasi

lembaga dalam penanganan PDM tentang gerakan stop pemasungan di Kabupaten

Lampung Timur yaitu:

a.

Memberikan proriatas yang tinggi dalam penggunaan anggaran berkaitan
dengan masalah pemasungan PDM.

Meningkatkan kesadaran pelaksana koordinasi dengan cara memberi
pelatihan-pelatihan kepada pelaku koordinasi untuk meningkatkan kapasitas
dalam menangani masalah pemasungan PDM.

Rapat dan Forum koordinasi untuk dibuat teratur agar rencana kerja yang ada
dapat dievaluasi dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku koordinasi.
Perlu diterapkan sistem reward dan punishment agar para pelaku koordinasi
semakin termotivasi dan taat dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya.

Memberikan edukasi pada keluarga tentang cara merawat, mengasuh dan

mengakses layanan kesehatan pada PDM.
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